NO:,fOR 21 TAJffJ~, 200
TAINMBAHA.\ LEWVffiA.R\."D-.Elt.\H \"OMOR 14

PERA.TC.R-\..\DAER.\H hAHi.PATE\" RE:"--fnA "\(,
NO\1OR 21 TAHUJ\ 2001

TEN"TANG
PAJAK PEIiGUS-I-fAA: ] SARA.I\G BIfRUING WA.LET

DENGA "\ Rtu£\1AT Tilll4N YANG MAAHAESA

BUP ATI REMBA..NG

-, u~2ng 2 u2:v-) siming burung - elet adalah merupakan potcrsi dacral:

y=ng s2::g2| besar kontribusinya terhadsp pendapa.an  dacrah,

b barwa bcrdasarkan Undang-undang Nemer 18 Tahun 1997

tentang Pajak Dzcrah dan  Rectribusi  Daerah,

Pengusahaan $3,a;ig Burung \l.'akt ma-ii: ;;sa E.. l;:n  obyek
paja-; karena merne-ivhi svarat y2ng c'~cntu~sn di dalam

Undang-undang tersebut;

¢ bahwa unruk mernungut pajak sebi~-r:12-~ -~rdeb-1t di atas

perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 950 tentang Pen.b. ".:t:l:~n
Daerah-daerah Kabupaten dalarn Lingkung,n ;- opinsi Jawa

Tengan ;
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2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyclcsaian  Scngketa Pajak  (l.crnbasan Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor AO, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3684);

] Undang-undang ):omor 18 Tahun 1997 ientang Pajak Daerah den
Re.ribusi  Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nornor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nemer 3685) sebagairnana diubah dengan Undang-
undang Nemer 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah d.an
Retribusi Daerah (Lemoaran Negara Republik Indonesia Tahun
~0N0 Nornor 246, Tambaban Lernbaran Negara Nomor 4048) ;

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tcntang Penagihan Pajak
Dengon Surat Pokso (lernbaran t4cgora Republik Indonesia
Tahun 1997 Nornor 54, Tambahan Lernbaran Negara Repubhk
Indonesia Ncmor 369 1) ;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pernerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nemer 60, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Normor 3839);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 200! tentang Pajak
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ::uOl
~omor 118, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4138);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999
tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan
Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraruran
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

8 Kepuiusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 170 Tahun 1997
tentang Pcdornan Tata Cara Pernungutan Pajak Dacrah ;
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 172 Tahun 1997
tentang  Wajib Pajak  Yang Wajib  Menyclenggarakan
Pembukuan clan Tata Cara Pembukuan ;

10.Keputusan Mentcri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997

12.

tentang Tata Cara Perneriksaan di Bidang Pajak Dacrah ;

i. Kepurusan Mcmeri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor

43 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kaskah Dinas di
Lingkungan Pemerimah Kabupaien/Kota ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il ~.:mbang
Nornor § Tahun !989 tentang Penyidik Pegsvai Negeri :'ipil di
Lingkungan Pcmerintah ~ Kabupaten — Dserah  Tirgkat |l
Rernbang.

Dengan Persetujuan

DE\VAI' PERWAKILAN RAKYAT-DAERIli KABUPATENREMBANG

~fenetzp2kan

PERA.TURAN DA.ERAH KABUPATE~ RE~fBANG
TE~1ASG PAL~K PENGUSAH.~~~ SARANG
BVR~G WALET.

BAB I
KETENTuAIN UMUM
Pasal |

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan
a. Bupati adalah Bupati Rembang ;
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. Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Pegawai yang
diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Kabupaten sesuai dengan pcraturan
perundang-undanga.n yang berlaku ;

2ci<'k Fern~l,;ph?.20  §<,..g. 2unmg Walel. yang selanjutnya disebu; D2k
~j1~ pej—~2i I<sb~Fli~  2:25 kegiatan  ~c~i~iiud~ A2~ o~
2(r:g-~nDilart sz:2:xg ~x.:-1ng \\2~::

~~r~15 burur.g <'.e; acaran sarar.g curung W4 et can iur VUIW.E; Woae:
Pengusahaan  38-ng  burung \'alet adalah kegiatan pemeiraraan  C2~
ilcigetichinz”  S:ii2ng oLz~ wallet baik di rurnah/banguncn scrta c: ;- 2w
maupun di goa bua.an uruuk dimanfaatkan :

Surat Pcrubertanuan Pajak Dacrah yang se.anjutnya o.singkat SfY;PO 2.:0l:ri
surat y2ng dig-:n2-2~ oleh Wajib Pajak unruk rnelaccrkan pedis slsdi: "ii-
i(4:bn\ar(In Paiak ?cn~,;2hl."1Sar0)1 . Burung \\.2let \2:-2 ~erur:~:! ~c;:z...~~
peraruran peri.ndang-undangan perpejakan ; - ‘

Surat Setoran Paj,i< Daerah yang selanjutnya distr.gkat SS?u edaian sura:
yang digunakan oleh \\'ajib Pajak untuk rmmeiakukan pernbayaran atau
penyetoran pajak yang terutang ke Kas Dacrah atau tempa: lain yang
ditunjuk oleh Bupati ;

. Surat Ketctapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat
kcputusan yang mene: .iukan besamya jumlah ~ -jak yang terutang;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah !™1"at keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak
yang terutang, jurnlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang rmenentukan tambahan
atas jumlah pajak yang ditetapkan ;

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah surat . keputusan yang mmenentukan jumlah kelebihan
pernbayaran pajak karena jurnlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang
terutang atau tidak seharusnya terutang ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama

besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak. ada kredit
pajak ;
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m.  Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disinglcat STPD adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi serupa clan atau
denda.

BAB IT
AL\, OTIYEK: SCGYEK D.\'"\\\AJIB P,U.~!;
P2sal 2

Nama Pajak Pengusahaan Sarang Burung Waler adalah pajak yr::g dipungut
pajak atas kegiatan pemeliharaan dan atau pengambilan sarang bun.::,; walet.

Pasal 3

Obyek Pajak Pengusanaan Sarang Burung Wale, adalah kegiatan pc.aeliharaan
dan atzu pengambrlan sarang burung waler,

Pasal 4

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarskan
perueliharaan dan atau pengarnbilan sarang burung waler.

Pasal 5

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan
pemeiiharaan dan atau pcngambilan sarang burung wallet.

BA.Bill
DASAR PENGENAJ!~TAR.JIPPAJAK
Pa.sal 6

(1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual pengambilan sarang burung walet ;
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(2) : NilaiJlual' sebagaimana dimaksud-ayat- (1) "dhitung dengan-'tnellg2lik.an
- jumlah pengambilan sarang burung wallet (volume) -dengan harga pasar
atau harga standart sarang burung wallet.

(>, Herga pasar atau harga :ar.dar- sebagaimana dirr:2J.:I-ld ayat (2). ciiten.l.i~2.:]

itexr~  periodic  clech B@:2tf  sesuai  hsr;n ~Mt2-1(1~3 y2i1lg berislu  d2;1
ditetapkan dengan Kcputusan Eupati

Tarip Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh pcrsen: dari harga sarang burung
\"a\kt

DAB~;

WTLAYAH PF:r-fUNGUTAN DAN.TATA CA.RA
PERHITUNGANPAJAK

Pasal 8-
(I) Pajak yang terutang dipungut di Kabupaten Rembang;

(2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarip pajak

sebagaimana dimaksud pasal 7, dengan dasar pengenaan sebagairnana
dirnaksud Pasal 6.

BABV
MASA PAJAK, SA AT PAJAK-TERUTAI-I'GDAN SURAT
PEMEBERITAHUAN
,PA.TAICDAERAH
Pasal9

Masa pajak adalahjangkawakm .tertentuyang lamanyaditetapkan oleh Bupati
sebagai dasar untuk. menghitung besarnya pajak. terutang.



Pasal 10

Tahun Pajak adalah waktu tertentu yang lamanya satu tahun takwin kecuali bila
\llc,ib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengaz tshun takwin.

Pasal 11

7 -1k tcrutang dalarm masa pajak tcrjadi pada saat kegiaian pengusahaa sarang
zii~arg wallet.

)

()

Seuap W2jib Pajak wej:o mengisi SPTPD;

S?TPD sebagaimans dirnaksud ayat (1) hsrus diisi dengan jeas, benar Jan
lengkap;

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati
BAb 11

TATA CARA PERHITUNGANDAN PEINIETAPAJ'\ PA.TAK
Pasal 13

Eerdesarken S?TPD sebagaimana dimaksud P~a! [2 ayat (1), Buz::
menetapkan pajak terutang dengan ruenerbitkan SKPD.

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak atau kurang dibavar
sctelah lewat waktu paling lama [ (sstu) bulan sejak ~KPD diterima,
dikenakan sanksi adrninistrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dan
ditagih dengan menerbitkan STPD.
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Pasal 4

\Vajib Pajak y2ng rnembayar sendiri, SPTPD sebagairnana dirnaksud pasal
12

i

ayat (!) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan

_vdr~pka- p8i~k scndiri yang tcrutang

capat mc;,C~Dlll-2n

b. SKPDKBT:

S-J)JOKB sebagaimana dirnaksud ayat (2) huruf a dicrbitkan

a

apabila berdasarkan hasil pern.riksaan atau keterangan lain pajak y~.g
teruiang tidak atau kurang bayar dikenakan sanksi adminisirasi berupa
uang scbesar 2 % (dU2 persen) dihitung dan pajak yang kc, ang 2:aG
terlarnbat dibayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) buian
dihitung sejak saat terutangnya pajak ;

apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan
dan tclah dite'l' ,: sccara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa
uang sebesar 2 % (dua persen) dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) buian
dihitung sejak saat terutangnya pajak;

apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang
dihitung secara  jabatan clan dik.enai sanksi administrasi berupa
kenaik.an sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak
ditambah sanksi administrasi berupa uang sebesar 2 % (dua persen)
dihitung dari pajak yang kurang atau terlarnbat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

SKPDKBT zebagaimana dirnaksud ayat (2) huruf Bupéﬁ diterbitkan
apabila ditemukan data baru atau data yang semula belurn terungkap yang

menyebabkan penambahan jurnlah pajak yang terutang dan dikenakan
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (scratus persen) dari
jumlah kekurangan pajak tersebut.
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V)
2

SKPDN sebagairnana dimaksud ayat (2) huruf c diterbitksn apabila jumlah
pajak yang terutang sarna besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak

Apabila kewajiban membayar pajak terutang uvaan SKPDKB dan
SKPDKBT  sebagairnana dimaksud aya; (2) udak :-su lurang dibayar
dalam jangka waktu yang ditentukan, ditagih dengar. menerbitkan STPD
ditarnbah dcngan sanksi adrninistrasi berupa bungs 2 % (dua persen).

BAU VII
TATA C.\RA PEMBA YAR.\Y

Pasal 15
Pembayaran pajak dilakukan di Kas daerah atau tcmrar lain yang ditunjuk
oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SP1'PD, SKPD,
SKPDKBT, STPD.
Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat Jain yang ditunjuk, hasil
penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1:X24

jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati

Pernbayaran pajak sebagaimana dirnak.sud ayat (1} dan ayat (2) dilakukan
dengan menggunakan SSPD.

Pasal 16
Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas,
Bupati atau Pejabat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untu.;

mengangsur pajak: terutang dalarn kurun waktu tertentu, setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan.
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Angsuran pernbayaran pajak sebagaimana dirnaksud ayat (2) hams
dilakukansccara terarur can berturut-turut cengan dikcnakan cunga sebcesar
. ~, (dua ~2sse~) dar: jJmer. ~jrk yo~g beicrn 3:~t: ~~=c:z3; bayar,

bUpC[i Ci-., S e Teenis
I~ers.ini; 5~ T0<~rn ~2 4
merrieruni ~.j~:l~2~1l y~..ls i

pamales v u

ple 2l

unmmiey2rs ~teil~,

B | e e TR LI &k B SR
W ( ~U~ peerCrl) aslrii~slJf (Y2455 e i n ey e
Persyaratan -t .- <iegiliv resgliossin gis gl ~ v~ e~ lCis I
ccra p~mb?y2rir: cngstrzn  s~iGQlince~ oL e~ S0 =2D St~

ditetackan :c:: 3~Qa:

Setiap pernbayaran pajak sebagairnana oirnaksid ;:2.sci ' c.berikan tanca
bukti pernbayaran dan dicatat dalam buku penerimaan,

Benruk, jenis, is, ~uran buku penerirnaan "an tanda ‘)u., -i, pernbayaran
pajak sebagairncna dirnaksud ayat (1}, ditetapkan oiech Eupat.

BABVTII
TATA CARA PENAGIIL.\.i~PAJAK
Pasal 18
Surat teguran atau surat peringatan atau surat lam yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan awal penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari
sejak saat jatuh tempo pembayaran.
Dalarn jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah t.anggal surat teguran atau surat

peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus rnelunasi pajak
yang terut.ang,



(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejerus sebagaimana

dimaksud ayat (l) dikeluarkan oleh Pejabat
Pasal 19

(}) Apabiia jumlah pajak yang masih harus dibayar tidat dilunasi sebagairmana
ditentukan dalarn sura: teguran atau sura: pcringa.an atau sura: lan yang
sejenis, jumlah pajak yang harus dibava: ciag). c:::gii1 surat pakss;

() Pejabat mcnerbitkan surat paksa segera setelah lewat 2| (dua puluh saru)
h2:"1 sejak tanggal surat teguran atau sura: penngaian aiau surat lain yang
sejenis ditcrbitkan;

?asal ~(

yabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalarn jangka waktu 2 X 24
~A.:\ scsudah tanggal pernberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan
Surat Perintah Meiakukan Penyitaen.

Pasal ~

Apabila telah lewat 1(I (sepuluh) hari s:: . tanggai T -:iksa:.aan Surat Perintah
:.ldal(sanabn Penyitaan, - Wajib Pajak beium juga mclunasi utang pajaknya,
Pejaba: mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor
Lelang Negara

?asal 22
Setelah  Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan ternpat
peiaksanaan lelang, juru sita memberiiahukan dengan segera secara tertulis
kepada Wajib Pajak

Pasal 23

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk. melaksanakan
penagihan Pajak Daerah d.itetapkan oleh Bupati.
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BAB IX

PENGURA4-IN'\GA!, KER.ING,\NA."'DAN PEM.BEBASAI\ PAJA.K

cine Sdue mer sl et alenaeseene \o/aJb Paial; czeat  urnl~n-a-
. f)cigul.an~;:-, ~~-~a."1211 can :c.-~cl:~:2n pajak.
n, ~at~ o~ omueiriad t-swi-~=—~ keringanan Ca:. peioecise~  pr~k

stlbaya: i d:.~cisl~ i ~1) :hreta~~cJ: olch Bupati.

. F~ (~A~;. j)iLAIBEI7 J.~-, PE. 3~~L\» L~-j>E: cL~L~"G_lA
RETETA.P.i.\DA " PEXGHA.P..s.~~ .tTAV PE.GUR~'G.i_\
S "RSI .\D~IT\ISTRASI

Pasal 25

(1) Bupati karena jabatan t:.au atas permohonan Wajib Pajak dapat :

a. Membctulkan ., ./D atau SKPDKB atau SKPDKBT atai; STPD yang
daiarn penerbr mnya terdapat kesalahan terrulis, kesalahan hitung dan
atau kekelir, 11 dalam penerapan peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah |

b. Mernbatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak. yang tidak benar -

c. Mengurangka.n atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bungs,
denda atau kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekilafan Wajib Pajak atau buk.an karena
kesalahannyz.

('_? ) Permohonan  pernbetulan, pembatalan,  pengurangan  ketetapan  dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaiakan
secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau pejabat lain selarnbat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alas an yangjelas.
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Bupati atzu pejabat paling lama | (satu) bulan sejak surat pennohonan
scbagaimana dimaksud ayat 2 (dua) ditcrirna, sudah Tharus
mernberikan t.eputusan.

Apabila sctelah lewat waktu | (satu) bulan scbagaimana dirnaksud ayat
(3), Bupau atau Pejabat tidak mernberikan keputuszn perrnohonan
pembctulan, pernbatalan, pengurangan ketetapan c¢ . pcnghapusan
atau pengurangan administrasi, dianggap dikabulkan

BAB XI
hTBERATA.I\ DA-'i DANM)LI'G
Pasal 26

\\?. ;i pajak dapat rnengajukan kcberztan hanya kepada Bupati atau
Pejabar atas suatu

SKPD;

SKPDKB;

SKPDKBT,

Sh.PDLB;

SKPD'):

Pcrnotongan  aiau  pemungutan oleh pihak kciiga  berdasarkan
paraturan perundang-undangan perpaiakan daerah Y?.!lg berlaku

- 0o o0 o o

: c.mohonan  kcberaian  sebagaimana  dimaksud aya: () harus
... .ampaikan secaa tertuhs pahng lama | (saiu) buiar; sejak tangga!
SKPD, SKPDKB. SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPD}\; diicrima olch
\\'aib Pajak atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga
sebagaimana dnnaksud ayat ()) dengan alasan yanf elas, kecuali
apabila W2JIb Paiak capat mcnunjukkan bahwa jangka waktu iru tidak
dapa; dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaanya

sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksuc -
(.2) du.crima sudanharus rncmbenkan kepuiusan.
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t4) An abila sctelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat
(3) Bupcri atau pejabat tidak mernberikan  kcpurusan, permohonan
kebcratan dianggap dikabulkan.

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dirnaksud ayat (I) tidak rnenunda
kewajiban rncrnbayar pajak.

Pasal 27

(I') \\"2.ilb Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Pcnyelesaian
S-irigk-ta Pajak dalam jangka wakru 3 (tiga) bulan setelah diterimanya
kepuiusan keberetan .

(2) \lengajukan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak rnenunda
kewajiban mcmbayar pajak

Pasal 28
Apabila pcngajuan  kebcratan sebagaimana dimaksud Pasal 26 atau banding
sebagaimana  dirnaksud Pasal 27 dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kclecbihan pemnbayaran pajak dikernbahkan dengan ditambah irnbalan bungs
sebesar 2 % (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan

BAB XII

TATA CARA PENGEMIJ3ALIAN KELEBIHA .N
PEMBA YARA!''"PAJAK

Pasal 29

(1) Wajib Pajak dapat rnengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat.
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Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal sura: pcrmohonan pengembalian kelebihan
pcmbayaran pajak sebagairnana dimaksud ayat-(1) diterima, sudah harus
mernberikan kepurusan

Apabila dalarn jangka wakru sebagairnana dimaksud ryat (2) dilampaui,
Bupati atau pejabai tidak mernberikan keputusan, perrnohonan
pcngernbalian  kelcbihan — pernbayaran  pajak  dianggap dikabulkan —dan
Si..PDLB harus dncrbiikan dalam waktu paling lama i (satu) bulan.

Apabila  wajib pajak merr.punyai hutang pajak lainnya, kelebihan
pembayaran  pajak  scbagaimana  dimaksud ayat (2) langsung
dperhitungkan uniuk melunasi icrlebih dahulu huiang pajak dirnaksud.

Pengembalian kelebihan perbayaran pajak dilakukan dalam waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan Surat Perintah Membayar
Kelebihan Pajak (SPI\.W).

Apabila pengembalran kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah
lewat wakiu ~ (dua) bulan scjak diterbitkan SKPDLB. Bupari Kepala
Daerah mernberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan
atas keterlarnbatan pembayaran kelebihan pajak

Apabila kelebihan pemcayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak
lainnya, sebagairnana dirnaksuc P.JSal 29 ayat (4) pcmbayaran diakukan
dengan cara pcrnindahbukuan  beriaku sebagai bukti pernbayaran

BAR XIN

170l A7 U\ ARSA
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Pasal 3l

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui
0 ek, Wwakty 'i (lima) tahun terhifunz. sgiak = ~"t. terutanznva pajak.
\c-uali apaoila waj.o pajak mclakukan .noak pidana di bidang
perpajakan daerah.

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimara dirnaksud ayat (1)
tertangguh apabila

a diierbitkan Surat Teguran clan Surat Paksa atau :

.. ada pengakuan utang pajax dari wajib pajak bark langsung maupun
tidak langsung,

3AB XIV

KETENTUA{ PIDAIA
Pasal 32

() \\'ajb Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaiakan SPTPD
atau mengisi dengan tidak oenar atau tidak lengkap atau melampirkan
kcterangan  yang tidak bcenar sehingga merugikan keuangan Daerah
dapat dipidanc dengan pidana kurungan paling lama | (satu) tahun dan
atcu PUi-"..hanvak ? (dua) fall iumlah pa;-k vans terutans

(:) \Vaji0 Pajak yang dengan scngaja tid-:z menyampaikan SPTPD atau
mengisi dencan tidak benar atau tidak lengkap atau melarnpirkan
kererangan . anz tidak benar sehingza meruzikan keuansan Dacrah
dapat dij)ic;:~ | dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau
paling banya.; 4 (ernpat) kali jurnlah pajak yang ierutang
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Pasal 33

Tindal; pidana sebagaimana dimaksud Pasal 32  tidak ditunrui sc., lc
melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat tcrutangnya pajak
atau berakhirnya Masa Pajak atau bagian tahun Pajak dar: :)erakhimyr tahun
Pajak

BAH XY

Pasal 34

(I) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diben
wcewenang khusus unruk melakukan penyidikan tindak pidana di bidail;
pen.ajakan Daerah

(2) Dalam melakukan tugas penyidikan, para pejabat sebagairnana
dirnaksud ayat (1) berwenang :

a menerima. rmencari, mengumpulkan dan mecneliti keicrangan atau
laporan berkenaan dengan tifclk. pidana di bidang perpajakan Dc\;,-:l
agar keterangan atau laporan tcrsebut mcnjadi lebih k:-.gkar da. .ie:.:,

b. menenma. mencan, mengumpulkan dan mcncini  kercrangan
mengena: 0:-2.,g pribad: atai: b:,d2:: L:lin;  kebenn: - Poriuaar. i
dilakukan senubungan dengan undak pidana pcrpajai.an Dacrah,

¢ mernima Keterangan .bn bahac buk. i, Jiti—-;0 orang pi-inn:
a.au badan seh~loa~ftil dengar. t:lc:~ pidana p-:<2,.~-;;1 Dacrah.

c rncrneriksa 1:1}.~)—~  ~e~in ti&;: C~ku:.-v-d. :lllz;  :~1n ber~e:1;d}r
dengan :ligj.~ ~cife 1 ol~~i - 04,024

¢ melakula-; pe;—~cdah.,:;, :LU- ncndapaikan  cahan  ul:
pt.nibukt::.- .—— a~~L- Ca~ dcku.r c-i-d 1~—1erd lan. 3-::3 meial ..,. -

penyiiaan te.nadap bahan buku tersebut,
f merninta ienaga ahli dalarn rangka pelaksanaan tugas penyidikai
tindak pidana d: tidang pcrpajakan Daerah,
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g menyurth berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan
ru2..1g211 atau ternpat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
rmemcriksa  identitas  orang dan atau dokumen yarg dibawa
sebagaimana huruf e:

h. mernotret seseorang yang berkaitan cengan rindak ploana perpajakzt
Daerabh;
mcmanggi] orang untuk didengar keterangannye da. di?t!~-
sebagai iersangka stau saksi;

J. mengheniikan pcnyidikan;

\. n.eiakekan tj;;~kan lain yang perlu unrck kelancaran jje~:i~lj.:~
tincak ~r.ara di oidang perpajakan Dacrah menurut hukumyar.g
dapat dipertanggung jawabkan.

(J) Penyidikan sebagaimana  dirrksud ayat (I) memoeritahuken
dimulainya  penyidikan dan menyampaiakan hasil i:er:;ic:cricya
ke~ada Pcnur...i L.l sesuai Cen~::- ketentuan yz.lg C2::i- C:2l2r»
Undang-ur.oang :<o::or 8 Tahun 198! tentang Hukum .\(;2;; ?ici.2na.

BAB XVI

Pasal 35

Hal-hai yang belum cukup diatur dalam Peraruran Daerah o
mengena: peiaksanrannya akan diatur kernudian oleh Bupati.

Pasal 36
Peraiuran Daerah i-: -;ulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar seuap orang dapat mengetahuinya mernerintahkan pengundangan

Peraturan ~ Daerah :; dengan penempatannya dalarn Lembaran Dserah
Kabupaten Rernbang
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Ditctapkan di Rcmbang
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Diundangkan di Rembang
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PE~JELASIY
ATAS

PER\TT)R..\..\' DAER,LI-IKA..BUPA.TE~ REMBAN\'G
2\O:,,OR 21 T.AHC".""2001

TEI"itASG
P\,l.\K PE.OGCS .ffi!:..Ai\" SAP,A.,GBl—F\'G\VALET

Soef Lose. a~liz ar ~luater
1

“\;fln CvM~~ P e ey it~ lied ™~
L0~ <o ~etl=em,2n Mt~ TR
_ 0. rsengenai  F2)fuc. Jrwmth o oscsutzy ~tl:62f. cprii~sinn 2 o
unlangan yang beriaku
Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu untuk menyusun kernbaii

pcraiuran mengenai pengusahaan sarang burung wecllct yang ditetapkan
~::c.,, ] Peraruran Daerah

PASAL DE~ITPASAL

a1 —cvoll 1

~hip Jelas

we_ =]l =

vl

. 'ukup Jd::s

S, ~
:ukup jelas

Lo 6

= A-lp Jelas
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Pasal 7

Cukup Jclas
Pasal 8§

Cukup Jelas
Pasai 9

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas
P2s21 i

Cukup Jelas
Pasal I

A2 (D)
CL. ez, Jelas
Aya: (2)
Cukup Ielas
P.ya, (3)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cu...-u;-Je'as
T~il:-llfC
Y2.,g dimaksud deng;n pajak dihitung secara jabaran adalan
~e:lets:>2i! beszrnyz F2 ia- teruiang yang cilakukan oleh Bupau
~a:l pejaoa; yang ditunjuk berdasarkar, da;a yang ada atau
keterangan ian y2lg d.miliki Bupat: atau pejabai yang ditunjuk
Ay2: (.)
Cukun Jelas
Ayat (5)
Cukup Jel2§
Ayat (6)
Cukuo Jelas



Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Ayai (1)
\Vajib pajak tidak boleh membavar utang pajaknya dengan cara
nengangsur.
~va: (.
w~~sc, Ay JiN pijte wte i ~~iti>ayer  pel e tisckaligus/lunas
e~ xv b ~jel~  d2;: liegsukall  cerr;pher2n mengangsur
=c:,Zi~ C~l)+i. dan ?pab:ii .:~sip ~cak telah meraenuhi persyaratan
eengisch illLedls~zn e 2.~Iri: atau pe, laia~ c2~2- mernberikan
sers~ilajral ~e~ad2 \yeel~ ~C)ds tlntwe mengar.gsur t:~ang pajaknya.
WYel~ i~
f\.~k) Je.as

C,.,ui jelas
Pasai i7
Cukup jelas
Pasal 18
Aya: (1)
Jatuh tempo pembayaran adalah betas waktu/tanggal yang
ditentukan bagi wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.
Ayat ( 2)
Cukupjelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
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Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Ayat (])
Dalar keadaan tertentu \\ajib Pajak tidak C ~. melaksanakan
Yoeamo cannva  maka  i3nnhn d?al: edofbes <o Pecdt2e-np:
ker:i;~-2n  dan 22~ pen;~.:Jai2:i1 ;1121
~ye'st
Cu~.~ Jelas
?::sal ~G
Cukuc jelas
Pas2: 27
FE)
egSZ e
sun nn2S
Cukup Jelas
P2sai 3l
~ye: !~

S2:: \:2daluwarsa penag.aan pajak ini perlu ditetapkan t:!".:~
.we~oe-k2:l  kepastian hucurn kapsn utang pajak terseoui tidai: 672:
diCC.,.- lagi. '

=sicch M21 diterbitka-  s.i: teguran dan sura: p3-52: kadaluwa-sa
t-lgil2-1 dinitung  seak t2ng;~i penyampaian surat naxsa
ersebct.

wa-g dirnaksud penyempaian utang pajak secara langsung
~=~12i-- Wajib Pajak dengan kesadarannya mssih mempunya:
Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak tidak secara
r.yata-nyata  langsung  rnenyatakan bahwa ia  mengakui
r.empunyaiutang pajak kepada Pemerintah Daerah.
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Pasal 32
Ayat (1)
Dengan  adanye sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadarar:
wajib pajak untuk mernenuhi kcwajibannya
\'s6  Ci~(~3uci keaipaan beraru .idak scng.ija, fa12i ~id8::: hye-us
byt ool =me?gis mengindahkaa  kewajibannya  sehirsg~  perrxven
sr~ba eteslici6 Ik EL ~env gl ~et.:i2ng2!1 Pemerintah  ijh,;2h

Amt)(2 apa.  mengmga: o

guna memberkan
\\.a\i"} Pajak, Penuntut Lrnun: d::1 Hakim.
20-xi 34
Ayat (l)
Penyidk di bidang perpajakan Daecrah adalah Pejabat Pegawai
i~egeri Sipil tertenru di lingkungan Pernerintah Daerah yang'
diangkat oleh ~lenteri Kehskiman, sesuai dengan Perundang-
undangan yang beriaku.
Penyidikan di bidang perpajakan Daerah dilaksanakan menurut
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 198 i
tentang Hukurn Acara Pidanadan aturan pelaksanaanya.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cul-up Jelas

TAMBAP.t>]' LE:tvfiARAN DAERAH KABUPATEK RE\IBA"\G
NOMOR 14



